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KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH 

Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telepon : (0536) 3221554 Faksimili : - 

Laman : https://kalteng.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilkalteng@kemenkum.go.id  
 

 
LAPORAN 

IMPLEMENTASI  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 

KALIMANTAN TENGAH 
 
 
A. Pendahuluan 

1. Umum 

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program 

pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi 

Kementerian Hukum yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat 

secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good govermance dan clean 

goverment menuju aparatur Kementerian Hukum yang bersih dan bebas dari KKN, 

meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.  

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Terintegrasi serta mendukung efektivitas pengendalian manajemen risiko di 

lingkungan Kementerian Hukum, diperlukan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan reviu 

risiko oleh seluruh Unit Pemilik Risiko pada satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pemantauan dan reviu ini berpedoman pada 

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini difokuskan pada 

peninjauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah disusun oleh 

masing-masing unit pemilik risiko. Rencana aksi tersebut merupakan respons terhadap 

risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, baik yang bersifat strategis, operasional, 

maupun risiko terhadap layanan publik. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian 

penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dalam konteks ini, mitigasi risiko 

tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan 

organisasi, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya 

penyimpangan, inefisiensi, dan kegagalan layanan publik. 

Mitigasi risiko dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti perbaikan sistem dan 

prosedur layanan untuk mengurangi potensi keterlambatan dan kesalahan pelayanan, 

peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan risiko, 

penguatan pengawasan dan pengendalian internal guna mencegah terjadinya 

penyimpangan dan praktik tidak berintegritas, ataupun dengan pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mengotomatisasi proses layanan dan monitoring risiko secara real time. 

https://kalteng.kemenkum.go.id/
mailto:kanwilkalteng@kemenkum.go.id


  Page 3 
 
 

Ketepatan dalam menyusun dan melaksanakan mitigasi risiko akan memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan efisiensi organisasi, efektivitas pencapaian target, serta 

kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Mitigasi risiko juga 

memperkuat penerapan tiga pilar integritas organisasi, yakni Sistem - Membangun sistem 

kerja dan layanan yang minim risiko penyimpangan, Kultur - Membangun budaya organisasi 

yang menjunjung nilai integritas dan profesionalisme, Akuntabilitas - Mendorong 

pertanggungjawaban atas tindakan dan hasil kerja setiap individu maupun unit organisasi. 

Dengan demikian, pelaksanaan manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjadi pilar penting 

dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik 

yang prima, bersih, dan responsif. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud Kegiatan 

Maksud dari kegiatan penerapan manajemen risiko adalah untuk menilai sejauh mana 

pengelolaan risiko telah diterapkan secara efektif oleh seluruh Unit Pemilik Risiko di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, sebagai bagian 

dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, guna 

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, 

dan akuntabel. 

 

b. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk: 

a. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah disusun 

oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko; 

b. Mengidentifikasi tingkat efektivitas mitigasi risiko terhadap pencapaian sasaran 

kinerja dan pelayanan publik; 

c. Memberikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen risiko 

guna mencegah potensi kegagalan program, inefisiensi anggaran, maupun 

penyimpangan pelaksanaan kegiatan. 

 

3. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dari kegiatan penerapan manajemen risiko mencakup pemantauan 

dan reviu terhadap efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah 

disusun oleh seluruh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Tengah.  

 

4. Dasar 

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
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b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);  

f. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 

g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);  

h. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 912); 

i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen 

Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. 

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 

Kegiatan pemantauan dan reviu manajemen risiko di lingkungan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melibatkan unit pemilik risiko untuk melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait 

dalam rangka pengendalian manajemen risiko, serta mengisi formulir pemantauan dan reviu 

risiko pada sheet Excel yang telah ditentukan, mengunggah data dukung sesuai indikator 

pengendalian risiko, dan menyusun rencana tindak lanjut pengendalian risiko berdasarkan hasil 

evaluasi dan perkembangan risiko yang ada. Ketentuan dan batas waktu pengumpulan laporan 

dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Laporan pemantauan dan reviu risiko wajib diisi dalam form Excel (sheet “Pemantauan dan 

Reviu”) yang telah disediakan, serta dilengkapi dengan data dukung yang diunggah melalui 

tautan Google Drive berikut: https://tinyurl.com/37nk2juh 

b. Adapun batas waktu pelaporan setiap triwulan adalah sebagai berikut: 

• Triwulan I  : 25 April 2025 

https://tinyurl.com/37nk2juh
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• Triwulan II  : 24 Juni 2025 

• Triwulan III : 23 September 2025 

• Triwulan IV : 15 Desember 2025 

c. Laporan tersebut akan dievaluasi dan digabungkan sebagai bagian dari Laporan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, serta menjadi data dukung (daduk) 

bagi Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi 

Birokrasi (RKT-RB) pada setiap triwulan berjalan. 

 

C. Hasil yang Dicapai 

Sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 

dan komitmen terhadap penerapan manajemen risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemantauan dan reviu risiko Triwulan II Tahun 2025. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Unit Pemilik Risiko telah menjalankan 

rencana aksi pengendalian secara tepat sasaran, terukur, dan sesuai indikator kinerja. Hasil 

rekapitulasi dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi, dilengkapi dengan penjabaran penyebab 

risiko, indikator risiko (KRI), indikator pengendalian risiko (KCI), rencana aksi mitigasi (PRV, RM, 

CRR), penanggung jawab, serta data capaian aktual. Setiap entri risiko disusun berdasarkan 

kategori atau konteks risiko, seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko pelayanan publik, 

risiko keuangan, dan risiko fraud. Pada hasil rekapitulasi juga menunjukkan keterkaitan antara 

permasalahan yang dihadapi satuan kerja dengan tindakan pengendalian, seperti evaluasi berita 

negatif di media, respons pengaduan masyarakat, efisiensi anggaran, pelayanan bantuan hukum, 

digitalisasi proses kerja, hingga pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Setiap risiko 

dilengkapi dengan data kuantitatif capaian, seperti jumlah kegiatan, persentase penyelesaian, 

jumlah laporan, serta rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan 

keputusan dan perbaikan berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa risiko utama di lingkungan 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah ditangani melalui berbagai strategi 

pengendalian. Risiko terkait informasi negatif di media sosial telah ditindaklanjuti dengan 

koordinasi humas dan penerapan SOP manajemen krisis, meskipun evaluasi strategi komunikasi 

masih perlu ditingkatkan. Penanganan pengaduan publik menunjukkan hasil yang baik dengan 

waktu respons di bawah 24 jam dan tingkat penyelesaian aduan mencapai 90%. Dampak dari 

kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan, namun telah 

direspons melalui revisi DIPA dan pelaksanaan kegiatan secara daring. Risiko rendahnya 

digitalisasi proses kerja mulai diatasi dengan pelatihan SDM dan peningkatan penggunaan 

teknologi informasi. Di sisi lain, risiko penyebaran informasi layanan telah diminimalisir melalui 

sosialisasi yang lebih terarah menggunakan media sosial, sementara risiko dalam pengawasan 

pengadaan dan pengelolaan BMN telah ditindaklanjuti dengan penguatan koordinasi, 

pemanfaatan e-katalog, serta koreksi data laporan keuangan dan BMN. 
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D. Kesimpulan dan Saran 

Dari Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan, maka simpulan dan saran yang diberikan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengendalian risiko Triwulan II 2025 telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh unit kerja 

melalui koordinasi, SOP, pelatihan SDM, dan pemanfaatan media digital. 

2. Risiko-risiko utama yang ditindaklanjuti antara lain: informasi negatif di media, aduan 

masyarakat, efisiensi anggaran, digitalisasi proses kerja, serta pengawasan pengadaan dan 

BMN. 

3. Beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, seperti evaluasi strategi komunikasi, efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pasca refocusing anggaran, dan penguatan kontrol internal. 

 

E. Penutup  

Demikian Laporan Implementasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Tengah ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan 

terimakasih. 

 

Palangka Raya, 16 Juli 2025 

Kepala Bagian Tata Usaha 

dan Umum, 

 

 

 

Deny Harlianto   
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LAMPIRAN 

 



  Page 8 
 
 

 



  Page 9 
 
 

 

 



  Page 10 
 
 

 


